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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi
penyebab perbedaan jumlah mahar dalam perkawinan pinang pada masyarakat suku Muna
di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna.Penelitian ini dilaksanakan di
Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek
penelitian ini terdiri berjumlah 4 orang yang terdiri dari 3 orang tokoh adat Muna sebagai
pelaku yang mengatur tata cara adat dalam pelaksanaan perkawinan pinang (doangka ne
mata), dan 1 orang Imam Masjid/Khatib Kelurahan Wapunto. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa faktor-faktor perbedaan jumlah mahar dalam perkawinan pinang
pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
faktor perbedaan jumlah mahar dalam perkawinan pinang disebabkan karena adanya
pembagian martabat tujuh (7) golongan pada masyarakat suku Muna pada pemerintahan
Raja Sugi Manuru sejak zaman dahulu kala. Dimana golongan Kaomu jumlah maharnya
20 bhokaadalah simbol sifati raafuluno yang diwujudkan dalam jabatan kerajaan Muna
sebagai Kino atau Kepala Kampung. Golongan Walaka jumlah maharnya 10 bhoka 10
suku adalah simbol jabatan adat kerajaan Muna yaitu dua Hatibi, empat Modhi Kamokula,
dan empat Modhi Anahi, golongan Anangkolaki jumlah maharnya 7 bhoka 2 suku adalah
sebagai simbol jabatan adat kerajaan Muna yang diemban oleh golongan Kodasano yaitu
sebagai Bhontono Kampo, Parabhela, dan Kamokulano Liwu, dan golongan Kodasano
jumlah maharnya 3 bhoka 2 suku adalah simbol 7 orang petani Raja Sugi Manuru dalam
perkawinannya dengan Wa Saorone yang beranakkan 7 orang sebagai kepala
kampung.Kesimpulan penelitian ini, perkawinan adat Muna pada masyarakat Muna
menurut praktek hukum adat Muna yang tidak tertulis didasarkan pada stratifikasi
sosial/golongan pada masyarakat Muna, pembagian stratifikasi sosial masyarakat Muna
dengan  jumlah mahar antara golongan tersebut berbeda-beda: golongan Kaomu maharnya
sebesar 20 bhoka, Walaka 10 bhoka 10 suku, Anangkolaki 7 bhoka 2 suku, dan golongan
Kodasano 3 bhoka 2 suku.
Kata Kunci : Stratifikasi Sosial, Jumlah Mahar, dan Perkawinan Pinang.
PENDAHULUAN
Manusia tidak dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya
suatu proses atau pranata sosial yang disebut perkawinan.Hal ini karena dengan
perkawinan menyebabkan ada dan lahirnya anak (atau anak-anak) sebagai
keturunan yang baik dan sah.Keturunan yang baik dari perkawinan yang sah akan
membentuk terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula. Selanjutnya, akan
berkembang menjadi keluarga yang berhubungan kekerabatan dan masyarakat
yang baik. Dengan demikian, maka perkawinan merupakan unsur pengikat dan
penyambung yang menciptakan kehidupan manusia bermasyarakat.
Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
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wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dirasakan sangat ideal. Dikatakan demikian karena
tujuan perkawinan itu tidak hanya dilihat dari segi lahirnya saja, tetapi sekaligus
terdapat adanya suatu perkuatan bathin antara suami-isteri yang ditujukan dalam
membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia. Hal ini dimaksudkan
agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan selama hidupnya. Indonesia yang
berlatarbelakang sebagai negara kepulauan, terdapat perbedaan budaya, suku,
bahasa, dan berbagai macam adat istiadat. Hal ini menyebabkan sehingga
masyarakatnya, masing-masing memiliki tata cara pelaksanaan perkawinan antara
suku yang  satu dengan suku lainnya dan bahkan antara daerah satu dengan daerah
lainnya berbeda-beda seperti halnya dilihat pada masyarakat Muna yang berada di
Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna.
Berbagai macam tata cara upacara pesta perkawinan yang berlaku
diberbagai daerah adalah tatanan nilai luhur yang telah dibentuk oleh para leluhur
dan orang tua yang diturunkan kepada generasi ke generasi seterusnya, karena itu
upacara pesta perkawinan dalam adat merupakan kegiatan tradisional turun
temurun yang mencirikan keanekaragaman budaya bangsa dan juga dimaksudkan
agar dapat diketahui oleh masyarakat sekitar untuk menghindari fitnah, yang
bertujuan agar perkawinan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan
keduanya dikemudian hari.
Tahapan pertama dalam perkawinan adalah pinangan, yang mana hal ini
merupakan pola yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat, artinya dapat
ditemui pada tiap hukum adat yang ada di Indonesia dan pada dasarnya melakukan
peminangan itu terdapat kesamaan, namun perbedaanya hanyalah terdapat pada
alat atau sarana pendukung prosesi pinangan itu. Menurut Hilman Hadikusuma,
(1990: 20) yang menjelaskan tentang perkawinan pinang, bahwa:Perkawinan
pinang artinya suatu permintaan atau pernyataan yang diungkapkan oleh pihak
laki-laki kepada pihak perempuan dengan menggunakan bahasa adat yang indah,
sopan santun dan penuh hormat serta memperkenalkan para anggota yang datang
dengan maksud melakukan ikatan perkawinan dengan memberikan suatu tanda
pengikat kepada keluarga perempuan yang berupa sejumlah uang, bahan pakaian
ataupun perhiasan. Perkawinan pinang diawali dengan melakukan pemilihan
jodoh, meminta, pertimbangan pelamaran, dan pertunangan atau peminangan.
Perkawinan adat pada masyarakat Muna di Kelurahan Wapunto Kecamatan
Duruka Kabupaten Muna diatur menurut praktek hukum adat Muna yang tidak
tertulis yang didasarkan pada stratifikasi sosial. Penggolongan masyarakat di atas
berpengaruh dalam sistem perkawinan pada masyarakat Muna baik dari bentuk
ataupun nilai atau jumlah mahar  adat perkawinan pada perkawinan antar golongan
berbeda, sesuai dengan strata sosial menurut penetapan adat ahli Sarano
Wuna/Dewan Adat Muna pada zaman pemerintahan kerajaan Muna dahulu.
Masyarakat Muna, khususnya yang berdomisili di Kelurahan Wapunto
memandang perkawinan memiliki makna yang sangat penting. Di samping itu,
perkawinan adat Muna dalam pelaksanaannya dikenal dengan berbagai bentuk,
perkawinan melalui peminangan (doangkane mata) dan perkawinan lari
bersama(dopofileigho). Bahkan, ada bentuk perkawinandofileiane (bawa paksa lari
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untuk dikawini) dan perkawinan kaghombuni (kawin paksa) yang saat sekarang
sudah tidak dilakukan lagi.
Perkawinan pinang di desa Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna,
dalam prakteknya didahului dengan dekamatadan defenaghagho tungguno karete
di rumah orang tua si gadis/anak perempuan. Biasanya hal ini dilakukan setelah
mantap hubungan perkenalan dan keakraban antara pria dan wanita, selanjutnya
ditindak lanjuti dengan proses adat Muna yang didasari kesepakatan dua keluarga
(wanita dan pria dan keluarga masing-masing dari keduanya) untuk dilanjutkan
dengan proses pelamaran dimulai dengan acara kafeena, kataburi, paniwi, dan
sarasara pada-pada bagi pria dan wanita yang berasal dari satu kelompok
keturunan yang sama.
Sara sara pada-pada tersebut merujuk bahasa antara pria dan wanita yang
bertunangan itu berasal dari kelompok keluarga Kaomu, atau dari kelompok
keluarga Walaka, atau dari kelompok keluarga Anangkolaki atau dari kelompok
Kodasono. Sara sara pada-pada merujuk pada keturunan orang Muna bahwa dari
kalangan keturunan keluarga Kaomu, maka kafeena 5 bhoka, kataburi 10 bhoka,
paniwi, 5 bhoka setara 44 pikul hasil perkebunan dan adhati balano 20 bhoka. Di
kalangan keturunan keluarga Walaka, maka kafeena 2 bhoka atau 2 bhoka sekupa,
kataburi 4 bhoka atau 5 bhoka dan paniwi 3 bhokaatau setara 15 sampai 25 pikul
hasil kebun dan adhati balano 10 bhoka 10 suku atau 15 bhoka. Di kalangan
keturunan Anangkolaki, maka ketentuan adat Muna memastikan kafeena 2 suku,
kataburi 1 bhoka, paniwi, 5 suku dan adhati bhalano 7 bhoka 2 suku tanpa disertai
bawaan hasil perkebunan yang setara dengan paniwi. Di kalangan keluarga
keturunan Kodasano, maka kafeena adalah 1 suku, kataburi 2 suku, dan paniwi 5
tali tanpa disertai bawaan hasil perkebunan, dan adhati bhalano 3 bhoka 2 suku.
Jumlah  mahar untuk setiap calon pengantin tiap golongan berbeda-beda.
Mahar adhati bhalanountuk sesama golongan Kaomu sebanyak 20 bhoka,
maharadhati bhalano sesama golongan walaka sebanyak 10 bhoka 10 sukuatau 15
bhoka, dan maharadhatibhalano sesama Anangkolaki sebanyak 7 bhoka 2 suku.
Dengan alasan tersebut penulis tertarik ingin mengadakan penelitian tentang
“Perbedaan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Pinang Pada Masyarakat Suku
Muna (Studi di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna)’’.
Konsep Mahar
Kata mahar secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu al-mahr,
jamaknya almuhur atau al-muhurah. Menurut bahasa, kata al-mahr bermakna
alshadaq yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan ‘’maskawin’’
yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya
acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai
suami istri (Abdul Rahman, 1996: 66).
Menurut Kamal Muchtar (1974:78) mengemukakan mahar adalah
pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon
istrinya Hal ini diwujudkan di dalam sighat akad nikah yang merupakan tanda
persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri. Menurut
Mustafa Kamal Pasha (2009: 274) menyatakan mahar adalah suatu pemberian
yang disampaikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan
disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.
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Penyerahan mahar kepada perempuan bukanlah sebagai harga dari
perempuan itu dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang
tuanya.Pensyari’atan mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat
menghalalkan hubungan suami istri.Ini merupakan interaksi timbal balik yang
disertai landasan kasih sayang dengan pelatakkan status kepemimpinan keluarga
kepada suami dalam kehidupan berumah tangga (Ahmad Mudjab Mahalli, 2002:
28).
Syarat-syarat Mahar
Menurut Abdulrrahman (1992: 85) mengemukakan bahwa mahar yang
diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Mahar itu harus berupa harta yang mempunyai harga (nilai) karena itu, tidak sah
menjadikan mahar barang yang tidak ada harganya atau nilainya.
2. Mahar itu harus jelas dapat diambil manfaatnya oleh orang Islam (halal).Sesuatu
yang haram tidak sah untuk dijadikan mahar seperti khamr, darah, babi, dan
sebagainya.Jika dalam akad nikah disebutkan sesuatu yang haram sebagai
mahar, maka akad sah tetapi maharnya batal.Sebagai gantinya, maka
perempuan yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil dari suaminya itu.
3. Mahar tidak boleh barang curian. Jika barang curian disebut dalam akad    nikah
sebagai mahar, maka tidak sah mahar itu, namun akad nikahnya sah dan bagi
perempuan itu mendapat mahar mitsil.
4. Mahar tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas, seperti
maharnya sepotong kain. Kain itu harus dijelaskan ukurannya, jenisnya,
kualitasnya, dan sejenisnya sehingga tidak ada sesuatu yang tidak jelas
mengenai kain tersebut.
Mahar dalam Adat Muna
Mahar dalam perkawinan adat Muna merupakan salah satu bagian penting
dari seluruh tahapan-tahapan perkawinan. Secara umum, prosesi perkawinan
pinang (doangka ne mata) dimulai dari proses mengamati calon mempelai wanita
(dekamata), menanyakan status wanita (fenaghagno tungguno karete), kafeena,
kataburi, panawi, adhatibhalano, lalino ghawi, kaokanuha, kafoatoha,
defokelesau, kafewanui, kasukogho, dan kafesulino katulu. Seluruh prosesi tersebut
di atas dilaksanakan secara sistematis oleh pihak keluarga beserta tokoh-tokoh adat
Muna.
Istilah mahar dalam bahasa adat Muna dikenal dengan sebutan sara-sara.
Secara umum, penetapan jumlah mahar dalam perkawinan pinang pada masyarakat
suku Muna ditentukan berdasarkan stratifikasi sosial/golongan, dimana pembagian
stratifikasi/golongan sosial pada masyarakat suku Muna terdiri dari golongan
kaomu, golongan Walaka, golongan Anangkolaki, dan golongan Kodasano(J.
Couvreur, 2001:111).
Adapun 4 golongan yang dimaksud adalah :
a. Golongan pemerintah atau yang menguasai pemerintahan diberi nama golongan
kaomu. Golongan Kaomu adalah mereka yang berhak menjadi Raja, Kapitalau
(semacam Adipati di Jawa) atau jabatan lainnya yang menyangkut eksekutif.
b. Golongan adat yang diberi nama golongan Walaka (biasanya juga dinamakan
golongan sara). Golongan ini adalah mereka yang berhak menjadi perdana
menteri, mengatur adat, menetapkan hukum bersama Raja, memilih dan
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mengangkat raja bahkan berhak mencopot raja dari jabatannya jika dianggap
melanggar hukum negara, adat, serta agama.
c. Golongan yang menguasai perdagangan, diberi nama golongan Anangkolaki.
d. Golongan yang keempat adalah golongan Kodasano. (J. Couvreur, 2001:115).
Besarnya jumlah mahar dari keempat golongan diatas masing-masing
berbeda. Adapun penetapan jumlah mahar pada masyarakat suku Muna untuk
setiap golongan adalah sebagai berikut:
1. Golongan Kaomu maharnya ditetapkan sebesar 20 bhoka.
2. Golongan Walaka maharnya ditetapkan sebesar 10 bhoka 10 suku.
3. GolonganAnangkolaki maharnya ditetapkan sebesar 7 bhoka dan 2 suku.
4. GolonganKodasano 3bhoka dan 2 suku. (J. Couvreur 2001:116).
Perbedaan Jumlah Mahar pada Perkawinan Masyarakat Suku Muna
Perkawinan sesama golongan dan antara golongan pada masyarakat Muna
mempunyai ketentuan mahar yang berbeda, dalam hal ini perbedaanLolino Ghawi,
Kaokanuha, dan Kafoatoha.Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan
tingkatan sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang akan
melakukan perkawinan.Jika seorang laki-laki dari golongan Kaomu menikah
dengan perempuan dari Golongan Walaka, maka ketentuan Lolino Ghawi,
Kaokanuha, dan Kafoatoha sebesar 20 Bhoka.Jika seorang laki-laki dari Golongan
Walaka menikah dengan perempuan dari golongan Kaomu, maka ketentuan Lolino
Ghawi, Kaokanuha, dan Kafoatoha sebesar 15 Bhoka. Apa bila perkawinan terjadi
sesama golongan dalam hal ini sesama golongan Kaomu maka ketentuan Lolino
Ghawi, Kaokanuha, dan Kafoatoha sebesar 20 Bhoka, begitu pun perkawinan yang
terjadi sesama golongan Walaka maka ketentuan Lolino Ghawi, Kaokanuha, dan
Kafoatoha sebesar 10 Bhoka(J. Couvreur 2001: : 119).
Perkawinan antara golongan yang berbeda, antara golongan Kaomudengan
seorang perempuan dari golongan Walakaatau seorang perempuan dari golongan
Anangkolaki dan Kodasano,maka jumlah mahar dibayar penuh sebelum
pelaksanaan acara perkawinan. Hal ini dituntut oleh ayah si gadis demi
kepentingan orang lainnya yang akan dilahirkan dalam perkawinan kelak(J.
Couvreur 2001 : 122).
Perkawinan pada masyarakat suku Muna dalam hal penetapan jumlah
mahar ditentukan berdasarkan penggolongan masyarakat suku Muna pada zaman
dahulu kala, di mana Penggolongan masyarakat ini dimulai pada anak-anak Sugi
Manuru. anaknya yang memiliki bakat memimpin pemerintahan maka diberi
julukan atau sebutan Kaomu, yang memiliki bakat memimpin Adat dan Hukum
maka diberi julukan atau sebutan Walaka, dan yang berbakat pada jabatan wilayah
rendah pada tingkat kampung maka disebut dengan Anangkolaki, sedangkan
anggota masyarakat yang berkuasa di Muna disebut dengan Kodasano.(J.
Couvreur 2001 : 123).
Konsep Perkawinan
Perkawinan bagi manusia, bukan sekedar acara persetubuhan antar jenis
kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya. Akan tetapi,
perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
(Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Bahkan, dalam pandangan
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masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina,
dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.
Sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, Soerjono Soekanto
menjelaskan bahwa Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai
mereka yang bersangkutan (perempuan dan  laki-laki yang menikah) saja, akan
tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya(Tolib
Setiady, 2013: 221). Perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam
kehidupan masyarakat. Dikatakan demikan karena masalah perkawinan itu tidak
hanya menyangkut perempuan dan laki-laki bakal mempelai saja, tetapi juga
keduabelah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka
masing-masing.
Menurut Ter Haar, B.Zn. (1994: 159) menjelaskan bahwa Perkawinan
adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya
golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan
terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan tersebut. Soerojo
Wignjodipoero (1985: 87) menyatakan bahwa perkawinan adalah salah satu
peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena perkawinan
tidak hanya menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan
seluruh keluarga masing-masing.
Pelaksanaan Perkawinan Pinang (Doangka ne mata) menurut Adat Muna
Angka  mata atau biasa disebut doangka ne mata merupakan suatu bentuk
perkawinan yang terjadi pada adat masyarakat suku Muna maupun suku-suku lain.
Bentuk perkawinan ini yaitu atas pengetahuan keluarga kedua belah pihak dan
suka sama suka kedua calon mempelai perempuan dan laki-laki, dengan prosesi
adat yang lengkap. Proses pelaksanaan perkawinan doangka ne mata pada
perkawinan adat masyarakat adat Muna memiliki beberapa tahapan yang harus
diikuti dan dipatuhi dalam penerapannya pada setiap proses adat perkawinan.
Berikut ini adalah tahapan-tahapan prosesi pelaksanaan perkawinan pinang
(doangka nemata) menurut adat Muna terdiri atas: (1) dekamata tahap pengenalan,
(2) dempali-mpali yaitu tahap pengenalan lebih dalam yang telah melibatkan
perwakilan keluarga laki-laki yang diutus untuk menemui keluarga pihak
perempuan, (3) defeenagho tungguno karete yaitu tahap memastikan apakah sang
gadis belum ada calon suaminya dan sekaligus jika belum ada calon suaminya
keluarga pihak laki-laki menyatakan keinginannya untuk direstui sebagai calon
suami baik oleh anak perempuan calon pengantin maupun dari pihak keluarga
perempuan, (4) kafeena adalah tahapan pelamaran atau peminangan untuk
memastikan apakah anak perempuan dituju apakah benar-benar sudah bersedia dan
rela untuk dinikahi oleh laki-laki yang sudah pernah menyatakan untuk
mempersuntingnya sebagai isteri, (5) kataburi yaitu tahap penguatan atau
kesepakatan peminangan kalau lamaran telah diterima, maka kataburi ini sudah
pasti diterima, (6) katandugho yaitu penyerahan uang mahar kepada pihak
keluarga perempuan, (7) lalino ghawi adalah sejumlah uang simbol penganti jasa-
jasa dan pengorbanan ibu calon mempelai perempuan mengandung, merawat dan
membesarkan anak perempuannya, (8) kaokanuha atau kafokanuha adalah
pengganti biaya tata rias pengantin sekaligus nasehat-nasehat terhadap mempelai
perempuan sebelum pelaksanaan pernikahan dan (9) pelaksanaan pernikahan atau
ijab kabul, biasanya dilakukan dengan tata cara menurut syariat Islam, (10) dofoato
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adalah tahap pengantaran mempelai perempuan (isteri) ke rumah mempelai laki-
laki (suami). Dalam adat perkawinan pada masyarakat suku Muna pihak mempelai
laki-laki diwajibkan mengeluarkan biaya pengantaran pengantin kepada keluarga
perempuan yang mengantarnya sesuai ketentuan adat, dan (11) kafosulino katulu
adalah tahapan terakhir yaitu mengantarkan kembali kedua mempelai ke rumah
pengantin perempuan (isteri) oleh pihak keluarga pengantin laki-laki. Biasanya
dalam setiap tahap kegaiatan perkawinan selalu diintegrasikan dengan ritual
pembacaan doa agar keluarga baru menjadi keluarga yang sakinah, mawadah,
warahmah, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha serta rejeki yang halal
untuk kehidupan mereka (Wa Kuasa, 2011: 30-31).
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka
Kabupaten Muna. Alasan pemilihan lokasi tersebut, karena pada masyarakat
Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna masih ditemukan
pemahaman-pemahaman yang kurang dari para tokoh adat mengenai perbedaan
jumlah mahar pada prosesi perkawinan pinang (doangka ne mata).
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif.
Disebut penelitian deskriptif karenadalam penelitian ini memberikan gambaran
dasar dan informasi yang nyata mengenai faktor penyebab perbedaan jumlah
mahar dalam perkawinan pinang masyarakat suku Muna.Di samping itu, juga
menggambarkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan perkawinan pinang (doangka
ne mata) masyarakat suku Muna di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka
Kabupaten Muna. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan maksud mendeskripsikan fenomena yang ada di dalam lokasi
penelitian dengan menggunakan data kualitatif yaitu memperoleh data kualitatif
dalam bentuk uraian atau narasi tentang perbedaan jumlah mahardalam
perkawinan pinang pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Wapunto
Kecamatan Duruka Kabupaten Muna.
Subyek Penelitian
Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat)
orang yaitu: 3 (tiga) orang tokoh adat Muna Kelurahan Wapunto sebagai pelaku
yang mengatur tata cara adat dalam perkawinan pinang (doangka ne mata) dan 1
(satu) orang  Imam Masjid/Khatib Kelurahan Wapunto.
Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan
prosedur pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field research) yaitu
pengumpulan data empiris di lapangan dengan teknik:
a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan
responden dan informan, untuk mendapatkan data tentang penyebab terjadinya
perbedaan jumlah mahar dalam perkawinan pinang serta tahapan-tahapan dalam
prosesi penetapan jumlah mahar dalam perkawinan pinang (doangka ne mata)
berdasarkan adat Muna di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten
Muna.
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b. Dokumenter, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen
yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa buku, surat-surat,
dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan
tujuan data yang telah diperoleh, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang
logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian
ini.
Cakupan Variabel Objek yang Diteliti
Variabel Objek yang diteliti melalui wawancara mendalam ada 4 (empat)
yaitu sebagai berikut:
1. Jumlah mahar calon pengantin dari golongan Kaomuyang meliputi kafeena 5
bhoka, kataburi10 bhoka, paniwi, sara-sara pada-pada 20 bhoka, lalino ghawi
5 bhoka, kaokanuha 5 bhoka,dan kafoatoha 5 bhoka, yang menjadi
penyebabnya adhati bhalano 20 bhoka.
2. Jumlah mahar calon pengantin sama-sama dari golongan Walakadengan
perincian kafeena 2 bhoka atau 2 bhoka atau 2 bhoka sekupa, kataburi 4 bhoka
atau 5 bhoka, paniwi 3 bhoka, sara-sara pada-pada 10 bhoka 10 suku atau 15
bhoka, apa yang menjadi penyebabnya, termaksud lalino ghawi 2 bhoka,
kaokanuha 2 bhoka, kafoatoha 2 bhoka, dan adhati bhalano 10 bhoka 10 suku
atau 15 bhoka.
3. Jumlah mahar calon pengantin sama-sama dari golongan Anangkolakidengan
perincian kafeena 2 suku, kataburi 1 bhoka,paniwi 5 suku, sara-sara pada-pada
7 bhoka 2 suku, apa yang menjadi penyebabnya termaksud lalino ghawi 2 suku,
kaokanuha 2 suku,kafoatoha 2 suku, dan adhati bhalano 7 bhoka 2 suku.
4. Jumlah mahar calon pengantin yang sama-sama dari golongan Kodasanodengan
perincian kafeena 1 suku, kataburi 2 suku, paniwi 5 tali, sara-sarapada-pada, 3
bhoka 2 suku tentang apa penyebabnya dan termaksud lalino ghawi 1 suku,
kaokanuha 1 suku, kafoatoha 1 suku, dan adhati bhalano 3 bhoka 2 suku.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Stratifikasi Sosial Masyarakat Muna
Masyarakat Muna pada umumnya mengenal pembagian stratifikasi sosial
masyarakat yang juga terdapat pada masyarakat di Kelurahan Wapunto Kecamatan
Duruka. Sistem penggolongan masyarakat selalu dijadikan sebagai tolak ukur
dalam hal jumlah mahar perkawinan adat, terutama dalam hal penetapan besar
kecilnya jumlah mahar dalam perkawinan serta dalam hal upacara-upacara adat
perkawinan.
Adapun sistem stratifikasi sosial masyarakat Muna yaitu, golongan Kaomu,
golongan Walaka, golongan Anangkolaki, dan golongan Kodasano.
Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa secara stratifikasi
sosial, ada empat golongan masyarakat Muna pada masa Sugi Manuru dimulai dari
anak-anaknya sendiri. Hal ini golongan Kaomumerupakan keturunan dari anak
laki-laki Raja Sugi Manuru sehingga golongan ini berhak menjadi Raja Muna
(Omputo), golongan Walakamerupakan keturunan dari anak perempuan Raja Sugi
Manuru yakni Wa Pogo dan golongan ini berhak menjabat empat Modhi
Kamokula, empat Modhi Anahi, dua Hatibi yaitu Hatibino Tongkuno dan Hatibino
Lawa. Golongan Anangkolakimerupakan anak dari istri selir Raja Sugi Manuru
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yang biasa disebut dengan Fitubhengkauno sehingga golongan ini tidak berhak
menjadi Raja Muna (Omputo). Sedangkan golongan Kodasanomerupakan orang
yang pertama kali menetap dan hidup di Pulau Muna akan tetapi bukan anak
kandung dari Sugi Manuru.
Mahar Perkawinan Suku Muna
Dalam proses perkawinan suku Muna penetapan jumlah mahar telah diatur
oleh ketentuan adat istiadat yang telah ditetapkan oleh Sarano Wuna/dewan adat
Muna yang telah ditetapkan oleh oleh para nenek moyang suku Muna terdahulu.
Namun dalam penetapan besar kecilnya jumlah mahar dalam pelaksanaan
perkawinan pinang dilihat dari status golongan masyarakat tersebut.
Istilah mahar dalam bahasa adat Muna dikenal dengan sebutan kafeena
dalam arti sempit dan berkembang adalah adhati bhalano atau pokok adat. Dalam
arti luas, mahar menurut adat Muna adalah pemberian uang atau benda berharga
dari calon mempelai laki-laki atau ahli keluarga intinya kepada mempelai
perempuan yang meliputi kafeena, kataburi, paniwi, sara-sara pada-pada atau
pokok adat atau adhati bhalano, lalino ghawi, kaokanuha dan kafoatoha.Secara
umum, pembagian stratifikasi sosial pada masyarakat suku Muna terdiri dari
golongan Kaomu, golongan Walaka, golongan Anangkolaki, dan Kodasano.
Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa jumlah mahar dalam
perkawinan adat Muna berbeda-beda jumlahnya/nilainya, besarnya mahar untuk
tiap golongan ditentukan berdasarkan status sosial/stratifikasi sosial dimasyarakat
tersebut yang disimbolkan dengan jabatan adat di kerajaan.
Prosesi Pelaksanaan Perkawinan Pinang (Doangka ne mata) dalam Adat
Pernikahan Suku Muna
Proses  perkawinan doangka ne mata adalah perkawinan dengan jalur
sebagaimana umumnya yang memiliki tahapan-tahapan yang dilakukan oleh
masyarakat adat di Indonesia khususnya pada masyarakat suku Muna. Perkawinan
pada masyarakat suku Muna merupakan sesuatu yang sangat unik berbeda dengan
suku lainnya. Sistem perkawinan ini telah ada semenjak dahulu kala sebelum
masuknya agama Islam di Muna, sistem perkawinan yang duhulunya tetap tidak
berubah yang berhubungan dengan mahar (mas kawin).
Dalam pandangan masyarakat Muna Kelurahan Wapunto, perkawinan
doangka ne mata (perkawinan pinang) merupakan calon yang sopan dan sesuai
dengan etika. Pelaksanaannya yaitu dengan melamar secara baik-baik dengan
persetujuan dari kedua belah pihak keluarga, melalui tahapan-tahapannya.
Pelaksanaan perkawinan doangka ne mata pada masyarakat suku Muna
memiliki beberapa tahapan yang harus di ikuti dan di patuhi dalam penerapannya,
dalam setiap proses adat perkawinan. Tahapan-tahapan proses pelaksanaan
perkawinan pinang (doangka ne mata) yaitu sebagai berikut:
1. Dekamata (Mengamati)
Tahap dekamata adalah tahap awal yang harus dilalui dalam proses
perkawinan pinang adat suku Muna. Pada tahap ini pihak pria melakukan
penyelidikan terhadap gadis yang bakal dijadikan calon istri. Tujuan dari
pengamatan pihak pria adalah merupakan pendekatan sosial terhadap wanita.
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2. Fenaghagho Tungguno Karete (Menanyakan bunga-bunga Halaman)
Fenaghagho tungguno karete sama halnya juga meneliti atau menyelidiki
mengenai penjaga atau pelindung bunga-bunga halaman rumah dalam istilah
masyarakat suku Muna. Dimana pada tahap ini akan menyelidiki betul-betul
bunga-bunga yang ada di halaman rumah wanita yang nantinya dijadikan bunga-
bunganya seorang lelaki yang akan meminangnya.
3. Defoampe Kafeena (Peminangan)
Defoampe kafeenamerupakan proses kegiatan adat yang dilaksanakan
untuk melamar sang gadis yang prosesnya berdasarkan ketentuan adat Muna.
Dimana pada tahap ini delegasi atau utusan pihak lak-laki membawa uang adat dan
benda pinangan.
4. Kataburi (Pengukuhan Ikatan atau Pertunangan)
Adat prosesi kataburimerupakan suatu pertanyaan secara simbolik yang
ditujukan kepada orang tua pihak perempuan yang di pinang dengan maksud untuk
meminta persetujuan atas diterimanya kafeena oleh pihak perempuan yang di
pinang, pengukuhan atau pemberian barang-barang berupa cincin, uang yang di
simpan dalam gambi (wadah) yang terbungkus dengan kain.
5. Katandugho (Mahar)
Katandugho adalah proses penyerahan uang mahar kepada pihak keluarga
perempuan, sesuai dengan besarnya ketentuan adat. Artinya mahar yang telah
disepakati bersama melalui musyawarah antara kedua belah pihak dibayarkan
semuanya pada saat katandugho. Selain pembayaran mahar dalam katandugho
juga terdapat biaya-biaya yang harus dibayarkan pihak laki-laki untuk proses acara
pendukung pesta pernikahan. Semua biaya ini di tanggung oleh pihak laki-laki dan
diwujudkan dalam acara-acara pendukung.
6. Lalino Ghawi (Pengganti Jasa)
Lalino ghawi berasal dari kata loli ‘’ganti’’ sehingga lolino artinya
pengganti dan kata ghawi yang berarti pangku atau gendong. Secara harfiah
mempunyai arti bahwa pihak laki-laki atau calon mempelai laki-laki menebus
hariban atau pangkuan ibu.
Lalino ghawi dalam proses perkawinan pinang (doangka ne mata), adalah
pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada ibu calon
mempelai perempuan sebagai penghargaan atas jerih payahnya memangku atau
menggendong putrinya sejak kecil, serta memeliharanya sejak kecil hingga
menikah.
7. Kaokanuha (Tata Rias)
Dalam bahasa Muna kaokanuha kata dasar kanu yang berarti berkemas.
Dalam adat suku Muna, kaokanuha berarti memberikan sejumlah uang kepada
orang yang bertugas merias penganti perempuan, dari persiapan mengikuti ritual
adat sampai dengan pernikahan selesai. Pemberiaan tersebut sebagai ucapan terima
kasih dari pengantin laki-laki. Jumlah uang disesuaikan dengan jumlah mahar dari
kedua calon mempelai.
Kepercayaan masyarakat Muna zaman dulu, kaokanuha tidak hanya
dimaksudkan untuk menghargai orang yang telah merias calon pengantin
perempuan, tetapi juga jerih payah seorang ibu yang membimbing atau
memberikan pengetahuan kepada calon mempelai perempuan tentang kehidupan
berkeluarga sendiri, karena dalam adat pernikahan etnis Muna dahulu kedua
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mempelai setelah akad nikah tidak boleh langsung ketemu, kecuali 40 (empat
puluh) hari setelah akad nikah bisa ketemu. Selama 40 (empat puluh) pengantin
perempuan diberikan pengetahuan agar dapat menempuh hidup baru, membina
rumah tangga sendiri.
8.  Ijab Kabul
Ijab Kabul dalam perkawinan adat Muna di Kelurahan Wapunto diucapkan
dalam bahasa Indonesia dan dapat juga dalam bahasa Muna, bahwa ijab kabul
merupakan salah satu rukun perkawinan sehingga pengucapannya disyaratkan
dengan bahasa yang dipahami oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah.
Ijab Kabul adalah suatu pernikahan yang sakral dan sungguh-sungguh untuk
menjadi pasangan suami istri yang sah, melalui ucapan baik itu memakai lisan
secara langsung ataupun teks tulisan yang dibacakan dan juga sebagai suatu
persaksian di mata Allah SWT.
9. Dofoato (Tahap Pengantaran)
Dalam bahasa Muna dofoatoatas kata dasar ato yang artinya antar,
sedangkan dalam upacara adat pernikahan etnis Muna dofoatoberarti memberikan
sebagaian mahar kepada pelaku adat yang bertugas mengantar pengantin
perempuan ke rumah calon suaminya.Dofoato diberikan melalui pelaku adat
perwakilan pihak laki-laki kepada perwakilan perempuan. Pengantar pengantin
terdiri dari sepasang laki-laki dan perempuan atau suami istri dari keluarga pihak
perempuan.
10. Kafosulino Katulu (Tahap Pengantaran Kembali)
Kafosulino Katulu berarti kembali menampaki jejak semula, yang
dimaksudkan disini adalah pengantin baru ditemani oleh pelaku adat dari pihak
perempuan yang mengantar dan pihak-pihak yang menerima kembali lagi untuk
bersama-sama ke rumah mempelai perempuan mengikuti jejak yang sudah
dilewati.
Faktor Penyebab Perbedaan Jumlah Mahar dalam Perkawinan Pinang (Do
Angka Ne Mata) pada Masyarakat Suku Muna
Jumlah Mahar Calon Pengantin Golongan Kaomu
Perbedaan jumlah mahar dalam perkawinan pinang pada masyarakat Muna
khususnya di Kelurahan Wapunto kecamatan Duruka dikarenakan adanya
penggolongan martabat tujuh (7) golongan pada masyarakat suku Muna pada
zaman dahulu kala. Jumlah mahar calon pengantin golongan Kaomu ditetapkan
sebesar 20 bhoka (nilai 20 bhoka setara dengan Rp. 480.000,-). Pada masa
kerajaan Muna, golongan Kaomu hanya diperbolehkan menikahi golongan yang
sama atau masih dimaklumi dalam batas toleransi menikahi golongan Walaka.
Perbedaan jumlah mahar dalam perkawinan pinang pasangan calon
pengantin keturunan Kaomu pada masyarakat Muna khususnya di Kelurahan
Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Munayang disebabkan oleh ketentuan
filosofis adat Muna yang ditetapkan sesuai dengan fungsi-fungsi kedudukan di
dalam jabatan pemerintahan di kerajaan Muna sejak dahulu kala yang telah
ditetapkan oleh Sarano Wuna/dewan adat Muna pada zaman pemerintahan
kerajaan Muna dahulu. Dimana jumlah mahar untuk golongan Kaomu 20 bhoka.
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Jumlah Mahar Calon Pengantin Golongan Walaka
Mahar dasar golongan Walaka ditetapkan sebesar 10 bhoka 10 suku.
Jumlah mahar dalam perkawinan pinang pada masyarakat Muna khususnya di
Kelurahan Wapunto kecamatan Duruka dikarenakan adanya pembagian martabat
tujuh (7) golongan pada masyarakat suku Muna pada zaman dahulu kala.
Jumlah mahar untuk calon pengantin golongan Walaka10 bhoka 10
sukupada masyarakat suku Muna khususnya di Kelurahan Wapunto Kecamatan
Duruka Kabupaten Munayang disebabkan karena menjabat jabatan yaitu 2 Habiti,
4 Modhi, dan 4 Modhi Anahi. Selain itu perbedaan jumlah mahar untuk golongan
Walakadisebabkan karena adanya penggolongan tujuh (7) martabat pada
masyarakat suku Muna pada zaman pemerintahan Raja Sugi Manuru dimana untuk
golongan Walaka telah ditentukan untuk menjabat sebagai empat Modhi
Kamokula, empat ModhiAnahi, dua Hatibi, yaitu Hatibino Tungkuno dan Hatibino
lawa.
Jumlah Mahar Calon Pengantin golongan Anangkolaki
Mahar dasar golongan Anangkolaki adalah 7 bhoka dan 2 suku (Rp.
180.000,) laki-laki golongan Anangkolaki hanya boleh diperbolehkan menikah
dengan perempuan dalam golongannya atau dibawahnya dengan mahar 7 bhoka
dan 2 suku. Pada masa kerajaan terdapat sanksi yang berat jika menikahi
perempuan Walaka dan Kaomu dan seandainnya terjadi maka laki-laki dari
golongan Anangkolaki diharuskan membayar mahar 35 bhoka untuk perempuan
Walaka dan 75 bhoka untuk golongan Kaomu.
Jumlah mahar calon pengantin dari golongan Anangkolaki di Kelurahan
Wapunto Kecamatan Duruka ditentukan berdasarkan adanya penggolongan
martabat tujuh (7) golongan pada masyarakat suku Muna yang telah ditetapkan
oleh dewan adat Sarano Wuna sejak dahulu kala dimana jumlah mahar untuk
golongan Anangkolaki yaitu senilai 7 bhoka 2 sukuyang menyimbolkan 7 jabatan
kepala kampung dari jumlah 7 bersaudara yang  anak dari Raja Muna Sugi Manuru
dengan istri selirnya dari kerajaan Tompotika di Luwuk Banggai (Sulawesi
Tengah) sekarang yaitu: 1) La Kakolo sebagai Kino Loghia, 2) La Pana sebagai
Kino Rete, 3) Lakakoda sebagai Kino Laibha, 4) Wa Sidakari sebagai Kino
Kasaka, 5) La Manguntara sebagai Kino Laghontoghe, 6) La Pausaruba sebagai
Kino Wasolongka dan 7) La Tenderidatu alias Kulipopota sebagai Kino
Bombonowulu merangkap Kino Lakudoserta keturunan yang dihasilkan jika
menikah dengan golongan-golongan lain keturunannya menjadi golongan
Anangkolaki.
Jumlah Mahar Calon Pengantin Golongan Kodasano
Mahar dasar golongan Kodasano adalah 3 bhoka dan 2 suku setara dengan
(Rp 84.000,-). Golongan ini pada dasarnya hanya dikenal pada masa kerajaan
Muna dan sudah ditemukan lagi pada masa sekarang ini, laki-laki dari golongan
Kodasano ini hanya diperbolehkan menikahi perempuan dalam golongannya.
Perbedaan mahar calon pengantin golongan Kodasanoini disebabkan
karena adanya penggolongan martabat tujuh (7) golongan pada masyarakat suku
Muna pada zaman dahulu kala yang telah ditentukan oleh dewan adat Sarano
Wuna sejak dahulu kala pada masa pemerintahan raja Sugi Manuru.
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa jumlah mahar untuk
golongan kodasano adalah 3 bhoka dan 2 suku, yang telah ditetapkan oleh dewan
adat Sarano Wuna sejak dahulu kala pada masa pemerintahan raja Sugi Manuru ini
disebabkan karena golongan Kodasano adalah orang-orang yang pertama hidup
dan tinggal di pulau Muna.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan faktor-faktor perbedaan
jumlah mahar dalam perkawinan pinang pada masyarakat suku Muna di Kelurahan
Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna bahwa,faktor perbedaan jumlah
mahar dalam perkawinan pinang disebabkan karena adanya pembagian martabat
tujuh (7) golongan pada masyarakat suku Muna pada  pemerintahan Raja Sugi
Manuru sejak dahulu kala. Dimana golongan Kaomu jumlah maharnya 20
bhokaadalah simbol sifati raafuluno yang diwujudkan dalam jabatan kerajaan
Muna sebagai Kino atau Kepala Kampung. Golongan Walaka jumlah maharnya 10
bhoka 10 suku adalah simbol jabatan adat kerajaan Muna yaitu dua Hatibi, empat
ModhiKamokula, dan empat Modhi Anahi, golongan Anangkolaki jumlah
maharnya 7 bhoka 2 suku adalah sebagai simbol jabatan adat kerajaan Muna yang
diemban oleh golongan Kodasano yaitu sebagai Bhontono Kampo, Parabhela, dan
Kamokulano Liwu, dan golongan Kodasano jumlah maharnya 3 bhoka 2 suku
adalah simbol 7 orang petani Raja Sugi Manuru dalam perkawinanya dengan Wa
Saorone yang beranakkan 7 orang sebagai kepala kampung.
Saran
Dari hasil kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran yaitu kiranya
tokoh adat Muna dalam menetepkan jumlah mahar pada pelaksanaan perkawinan
pinang (doangka ne mata) pada masyarakat Muna khususnya di Kelurahan
Wapunto Kecamatan Duruka perlu mempertimbangkan faktor keturunan dan
faktor penggolongan masyarakat yang telah ditetapkan oleh dewan adat Sarano
Wuna pada zaman dahulu kala, sehingga nilai-nilai budaya dalam proses
pelaksanaan perkawinan pinang ini dalam penetapan jumlah mahar tetap
dipertahankan dan dilestarikan sesuai ketentuan adat yang telah ditentukan guna
tetap mempertahan budaya leluhur adat Muna.
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